
BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PITIPINAI{ DAN ANGGOTA DEUTAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH

I(ABUPATEN MUKOMUKO

Menimtrang: a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi
sosial ekonomi daerah yang baik dan seimbang, dipandang
perlu memberikan T\rnjangan Komunikasi Intensif kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

bahwa sehubungan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun
2005 perlu diganti untuk disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, pcrlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mukomuko;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahutr 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a266);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Frotokol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5166);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Ralqyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074
Nomor I82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

Menginlgat : 1.

b.

c.

2.
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang
Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata
Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a32\;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 2OO7
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Daerah {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor a72);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten lKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OO7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rak5rat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian T\rnjangarr
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2074 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL5;

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun
2OI4 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 5);
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b. T\rnjangan Keluarga,
c. T[njangan beras,
d. Uang Paket,
e. Tunjangan Jabatan,
f. T\rnjangan Badan Musyawarah,
g. Tlrnjangan Alat Kelengkapan Lainnya,
h. T\rnjangan Badan Anggaran,
i. T\rnjangan Badan Kehormatan,
j. Tunjangan Alat Kelngkapan lainnya.

Pasal 11

{1) Selain penghasilan yang dimaksud dalam pasal 10, kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi
intensif.

(2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri
atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

a. Tinggi;
b. Sedang;
c. Rendah.

(3) Bagi daerah yang kemampuan Keuangan Daerah tinggi sebagimana
dimaksud ayat (21 huruf a. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang
representasi Ketua DPRD.

(a) Bagi daerah yang kemampuan Keuangan Daerah sedang sebagaimana ayat
(2) huruf b. T\rnjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua
DPRD.

(5) Bagi daerah yang kemampuan Keualgan Daerah rendah sebagaimana ayat
(2) huruf c. T\rnjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi
Ketua DPRD.

(6) Besar T\rnjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.

(2) Uanl; Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang
ditetapkan Pemerintah.

(3) Uanla Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 Vo (delapan puluh
pers(lratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 o/o (tujuh puluh lima
pers(lratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

(5) Sela.rn Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)juga diberikan Trrnjangan Keluarga dan T\rnjangan Beras.

(6) Tunjangan Keluarga dal T\rnjangan Beras yang dimaksud pada ayat (5)

setara dengan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

(1) Pimtrrinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.

(2) Uan14 Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1O% (sepuluh
perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.



Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan T\,rnjangan Jabatan.

(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar L45%
(sera,tus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang
Representasi.

Pasal 15

Pimpinan rlan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah atau
Komisi atarr Badan Anggaran atau Badan Legislasi atau Badan Urusan Rumah
Tangga atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang
diperlukan diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 yo (tduh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan
Ketua IIPRD ;

b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD ;

c. Sekretaris sebesar 4 o/o (ernpat perseratus) dari T\rnjangan Jabatan Ketua
DPRD ;

d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari T\rnjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

(1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasiian
sebagaimana dimaksud Pasal 1O dibebankan pada APBD.

(2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan kepada yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
dibidang perpajakan.

Pasal 17

Pimpinan dan Anggota DPRD berserta keluarganya diberikan jaminan
pemeliharaan kesehatan dengan mempedomani ketentuan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) n-rmah jabatan beserta
perlengkapannya dan satu unit kendaraan dinas jabatan.

(2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan
kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa beiktinya, wEib
mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan
dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah l)aerah paling lambat 1

(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

(1) Ang€ota DPRD dapat disediakan masing masing 1 (satu) rr.mah dinas
bese,ita perlengkapannya.

' (2) Belareja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada
APB]).



15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretar:iat Deu'an Penvakilan Ralg'at Daerah dan Staf Ahli
Kabupaten Mukomuko sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun
2A13 (Lembaran Daerah i{abupaten }viukomuko Tahun
2OI3 Nomor 11);

Dengan Perserujuan Bersama

DEWAIT PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan

BUPATI MUKOMUKO

l\/f an of c nL- o n

MEMUTUSKAT{ :

PERA']TUR{IS DAERAH TEH?A?iTG KET}UDUKA}J
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI(YTAT
DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
ITETENTUAN UMUM

Fasai i

Dalar"n Perat-rran Daerah ini;,'ang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
-2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

pen-veienggaraan Pemerin tahan Daerair ;

3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
!. De"wan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Dervan Perwakilan

D^l-,^+ i-\^^-^L t.'^l-,,.^^i^.^ nt.,l-^._..1,^ ^^L^-^iiaiq/'at UacfAir iiaDUpaLCn i'viLiiiomuiio SCDagai UifSUr- pCnj'CiCngai-aail
Pemerintahan Daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD l(abupaten
Mukomuko.

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretarial. DPRD l{abrupaten }dukomuko.
B. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat

DPRD.
9. Kedudul:an Protokoler adalah l:edudukan -yang diberii:an kepada

seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat
dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

r f') D-^r^1.^! ^.-l^l^h oo-o--l.ai'rn nlr '*o- dalor i!-or. !.i7rn41'411111r- r:!-rt ! .,^-.ri)r iULUr\Ui duai<ii OWiraiflla4rdri qLur|-ur sqlqaar

resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan
Tatzr Penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepacla seseoran g

sesrrai dengan jabatan cian/atau keciudukannya oaiam it{egara,
PerrLerintah atau Masyarakat.

1 1. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah,
daleLm melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat
Neoera Peiabat Pemerinta-h. Peiabat Pemerintah Daerah sei-ta undangan
lainnya.

12. TatzL upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara
l-^* ^^^-^^- l^- -^--;AUir JSdr a4ll q<al qvqr a l vollll.

13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara,
Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat
tertr:ntu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.



74. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian
hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah
Dacrah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau
acara resmi.

15. Uang representasi adalah uang yang di berikan setiap bulan kepada
PinLpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai
PinLpinan dan Anggota DPRD.

f6. Uang paket adalah uang yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat rapat dinas.

L7. Belanja penunjang operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan
bag,i Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional
yang berkaitan dengan representasi, peldyanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

18. Belanja Penunjang Reses adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan dan
Anglgota DPRD untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Reses serta
me:rjaring aspirasi masyarakat ;

19. T\rnjangan jabatan adalah uang yang di berikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakit
Ketua, dan Anggota DPRD.

20. T\rnjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada
Pimpirran dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong
peninp;katan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko.

2L. Ttrnja:rgan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan
setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau
Anggo,:a Badan Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau
Badan Anggarein atau alat kelengkapan lainnya.

22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada
. Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan

dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannyafrumah dinas,
kendaraan dinas pimpinan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan
bantuan biaya pengurusan jenazah.

23. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat.

24. Kelompok Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mukomuko adalah
berdasarkan klasifikasi/klaster sesuai Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran berjalan.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

26. Penganggarair adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk
mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip
pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.

27. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan
sumberdaya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Pimpinan"DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkarl secara periodik.

BAB II
KEDUDUI{AN PROTOKOLER PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Acara Resmi



(3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya,
wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam
keaciaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 {satu) bulan
sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta
perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat
disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah
struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 2L

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan
Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
dibe rikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal
pengrcapan sumpah/janji.

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (21 harus
merrrperhatikansas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar
harga setempat yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan
sebagaimala dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah,

Pasal 22

(1) Pimpiniln dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.

(2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah Bupati.

Pasal 23

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, tidak dalarrr
menjalankan tugas kepada ahli waris diberikan uang duka diberikan
sebesar 2 (dua) kali uang representasi.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, dalam
menjalankan tugas kepada ahli waris diberikan uang duka diberikan
sebesar 6 (enam) kali uang representasi.

Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
ahli waris diberikan bantuan biaya pengurusan jenazah.

Pasal 24

(1) Pimpinan dtau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa
baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan
ketentuan :

a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh
dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

(1)

(2)

(3)



c. Masa bakti
pengabdian

d. Masa bakti
pengabdian

e. Masa bakti
pengabdian

f. Masa bakti
1>engabdian

Belanja Penunjang Kegiatan
untr. rk mendukung kelancaran

sampai dengan 2 (dua) tahun,
2 (dua) bulan uang representasi;

sampai dengan 3 (tiga) tahun,
3 (tiga) bulan uang representasi;
sampai dengan 4 (empat) tahun,

4 (empat) bulan uang representasi;

diberikan uang jasa

diberikan uang jasa

diberikan uang jasa

sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang
setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

Jasa

jasa
ahli

(3) Dalern hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang
pen6labdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada
waris.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan
dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan
Pera turan Perundang-Undangan.

BAB TV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

(1)

Pasal 25

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan
tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

(1)

(2)

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

(3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :

a. Ilapat-rapat.;
b. Ilunjungan Kerja.;
c. I)enyiapan Rancangan Peraturan Daerah,Pengkajian dan Penelahaan

I)eraturan Daerah.;
d. I'eningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesianlisme.;
e. I',oordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintah dan Kemasyarakatan;

Pasal 26

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25,
kepeLda Pimpinan DPRD disediakan Belarlja Penunjang Operasional setiap
bulannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).

Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat
1(satu) disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang reprensentasi
Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang reprensentasi wakil
Ketua I)PRD.

Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

(satu) bi".ai"t 
^n 

paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang reprensentasi
ketua DpRD ditambah 2Yz (dua seperdua) kali jumlah uang reprensentasi
seluruh Wakil Ketua DPRD.

Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

(satu) 
- 

diiediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang reprensentasi
ketua DpRD ditambah 1% (satu seperdua) kali jumlah uang reprensentasi
seluruh Wakil Ketua DPRD.

(3)

(4)



Pasal 3O

Peraturan l)aerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiatr) orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah in,i dengan penempatalnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Mukomukc.

Diundangkan di Mukomuko
tanggal 2J desenber 2OI4

DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

DAERAH I(ABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2OL4 NOMOR..z..

Ditetapkan di Mukomuko

{,fal*
O.f nr

shffi

ITOREG PERATURAN DAERAH
BENGKTJLU: | 7 lzOL5l

I(ABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI



(s)

(6)

(1)

(2)

(5)

(6)

(1)

(21

(3)

(4)

Penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud ayat (1) berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD
dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari
dan tidak untrrk kepentingan pribadi.

Besar Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal2T

Sekretaris DPRD menJrusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang
terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh pasal 2I dan
tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD termasuk
Belanja Penunjang kegiatan Reses diformulasikan ke dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Standar Biaya Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
adalah bagian yang terpisahkan dengan Standar Biaya Umum Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Belanja penunjang operasional Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan
dalam pos DPRD.

T\rnjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan
bela;rja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam pos Sekretariat
DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

a. Ilelanja Pegawai ;

b. Ilelanja Barang dan Jasa ;

c. tlelanja Modal.

Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga
ahli guna kelancaraan pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan
dan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

Pasal 28

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
AngSiaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja
DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disamakan dengan belanja
Satuan Ke{a Perangkat Daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupal-en Mukomuko Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, dicabut
dan dinvatakan tidak berlaku.



A

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi:
a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri

atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat

yang telah disediakan ;

c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk
disebelah kiri Bupati;
Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang
ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan ;

Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD ;
Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah
disediakan ;

g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata ternpat dalam acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Ketua
dan Wal<il-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

a. PimJrinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan

Nege ri ;
c. Sete;iah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil

Bupati , Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
d. Manlan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk

diternpat yang telah disediakan ;

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 8

(1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau
bukeLn Upacara Bendera.

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya
acaril resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan
Pera Luran Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 9

PimJrinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan
penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.

Unttrk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya
acaril resmi, diseienggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan
Pera turan Perundang-Undangan.

BELANJA PIMPINi$?lti ANGcorA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan

Pasal 1O

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

a. Uang Flepresentasi,

f.

(1)

{2)



Pasal 2

(1) Pinrpinan dan Anggota DPRD memperoieh Kedudukan Protokoler dalam
acara resmi.

(2) AceLra resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Acara resmi Pemerintah yang di selenggarakan di ibu kota Kabupaten,
Kecamatan dan Kelurahan/Desa ;

b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat
Pemerintah ;

c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang di hadiri oleh Pejabat Pemerintah
Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata tenrpat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di
Ibu KoteL Kabupaten sebagai berikut:
a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati ;
b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama Wakil Bupati ;
c. Angglota DPRD di tempatkan bersama dengan pejabat pemerintah daerah

lainrrya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan
dan atau satuan keria Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tenrpat dalam rapat- rapat DPRD sebagai berikut :

a. Ketua DPRD di dampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;
b. Buprrti dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan sebelah kanan Ketua

DPRD ;

c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;

d. Ang5;ota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang

rapat.

Pasal 5

Tata tempeLt dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati
dan Wakil l3upati sebagai berikut :

a. Ketua I)PRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambii sumpahljanji
dan meiantik Bupati dan Wakil Bupati;

b. Wakil-v'akil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;

c. AnggoteL DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang

akan mengambil sumpah ljanji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah

Wakil-wakil Ketua DPRD ;

f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan
rapat;

g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah peiantikan duduk disebelah kiri
Wakil-wakil Ketua DPRD ;

h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan
pejabat yang mengambil sumpah ljanji dan melantik Bupati dan Wakil
Bupati;


